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ABSTRACT. This study aims to examine and analyze the influence of institutional ownership, characteristics of
the board of commissioners on risk management disclosures on the existence of a risk management committee
(RMC). The population in this study are mining companies and various industries listed on the IDX in 2021,
namely 102 companies. The sampling technique uses a purposive sampling method and the results are only 45
companies that are included in the sample criteria. Data analysis technique uses logistic regression. The test
results show that institutional ownership and independent commissioners have no effect on the existence of a
risk management committee (RMC), while education, experience and disclosure of risk management have an
effect on the presence of a risk management committee (RMC). These results indicate that risk management
should be carried out by the company to develop a follow-up strategy so that business continuity is maintained
under the supervision of the board of commissioners and included in the company's annual report.
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ABSTRAK. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan melakukan analisis pada pengaruh
kepemilikan institusional, karakteristik dewan komisaris atas pengungkapan manajemen resiko terhadap
keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan
dan aneka industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 yaitu 102 perusahaan. Teknik sampling menggunakan
metode purposive sampling dan hasilnya hanya 45 perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel. Teknik
analisa data menggunakan logistic regression. Hasil uji menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) sedangkan
pendidikan, pengalaman dan pengungkapan manajemen resiko ternyata berpengaruh terhadap keberadaan
komite manajemen resiko (RMC). Hasil ini menunjukkan manajemen resiko seharusnya diadakan oleh
perusahaan untuk membuat strategi lanjutan agar keberlangsungan bisnis terjaga dibawah pengawasan dewan
komisaris dan disampikan ke dalam laporan tahunan perusahaan.

Kata Kunci : Manajemen Resiko, Pengungkapan, Dewan Komisaris

LATAR BELAKANG

Pandemi COVID yang mulai mengemuka sebagai penyakit yang mematikan pada
tahun 2019 merambah sampai mendunia pada tahun 2020 mulai menjadi menyebabkan
banyaknya industri yang mulai merosot dan terpuruk sehngga pertumbuhan ekonomi dunia
mengalami penurunan drastis atau hanya mampu memberikan pertumbuhan negatif berkisar
3,1%. Adanya kondisi yang mengejutkan tersebut membuat pemerintah Indonesia mulai
merevisi kebijakan yang pernah diambil terutama bidang kesehatan, perpajakan,

ketenagakerjaan, ekonomi dan sektor perbankan dan Lembaga keuangan untuk mengurangi
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dampak dan agar tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi yang diluar perkiraan banyak
pihak. Seluruh dunia mengalami penurunan dalam Kkinerja pada semua sektor dan merasakan
hal  yang luar biasa berat sehingga pemerintah di setiap negara harus berupaya dan
menyusun manajemen strategi agar resiko yang terjadi dapat diminimalkan dan tetap dapat
bertumbuh pada tahun 2021.

IMF memperkirakan bahwa ekonomi global dapat tumbuh pada angka 5,9% mulai
tahun 2021. Kompleksitas resiko global yang dialami dan dapat berimbas pada ekonomi yang
mengalami perlambatan sehingga perlu waspada atas pelayanan vaksinasi yang masih belum
menjangkau semua masyarakat, pemikiran atas munculnya Krisis energi, resiko tingkat
inflasi, penurunan stimulus di bidang ekonomi pada hampir semua negara. Perubahan yang
sangat cepat dalam bidang ekonomi secara global dan teknologi serta banyak hal lainnya
mengakibatkan Perseroan/perusahaan dalam menyusun rencana dan rumusan strategi serta
kebijakan diarahkan komprehensif dan mampu beradaptasi cepat dengan perubahan. Strategi
dan kebijakan yang disusun difokuskan pada ketangguhan dan nantinya akan menjamin
keberlangsungan bisnis perusahaan (Jovanovi¢ et al., 2016).

Di Indonesia, adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur perusahaan yang
berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 40 tahun 2007 untuk mempunyai organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
Di dalam organ Perseroan tersebut juga terdapat aturan wewenang dan tanggungjawab
berdasarkan fungsinya dan disesuaikan dengan hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar
dan aturan Undang-Undang serta menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan dalam waktu
yang lama. Persamaan persepsi dan pola pikir antara Direksi dan Dewan Komisaris harus
dimiliki dalam menterjemahkan visi, misi dan nilai-nilai dalam perusahaan. Banyaknya
personal dalam Komisaris Independen diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan yang sudah
tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dimana perusahaan yang sudah go publik harus
mempunyai jumlah Komisaris Independen sekurang kurangnya 30% dari keseluruhan
anggota Dewan Komisaris .

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) merupakan organisasi yang diberikan
kewenangan untuk mengatur standar atau pedoman dan wajib dipatuhi oleh Perusahaan yang
sudah terdaftar di Pasar Modal. Pada tahun 2011 pemerintah membentuk Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menggantikan peran BAPEPAM. Peraturan yang telah diterbitkan oleh
BAPEPAM selama organisasi itu aktif yaitu terkait penyajian dan pelaporan keuangan emiten

nomor KEP-431/BL/2012 dan masih berlaku. Peraturan tentang pengungkapan manajemen
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resiko juga telah diterbitkan oleh BAPEPAM yang disampaikan dalam laporan tahunan
(annual report) dan upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola dan
mengendalikan resiko yang ada. Peraturan lain yang juga mendukung adalah PSAK nomor
60 (Revisi tahun 2010) yang mengatur tentang Instrumen Keuangan : hal Pengungkapan.
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek baik yang masuk katagori keuangan dan non
keuangan wajib menyampiakn informasi secara jelas dan tertulis atas resiko didalam laporan
tahunan meskipun luas pengungkapan minimal atas manajemen resiko tidak terdapat dalam
kedua aturan / ketentuan tersebut.

Perusahaan non keuangan tidak terikat secara wajib tentang aturan tentang informasi
praktik manajemen risiko minimum yang wajib. Pada aturan OJK yang terbaru nomor
57/POJK.04/2017 muncul aturan yang menjelaskan pengungkapan minimum atas laporan
manajemen resiko. Pengungkapan manajemen resiko dijelaskan juga dalam ISO 31000:2018
dan dijelaskan juga dalam COSO sebagai framework Enterprise Risk Management (ERM)
(Ruhana, 2014).

Dewan komisaris mempunyai tugas dalam pengawasan atas penerapan manajemen
risiko dan memastikan perusahaan mempunyai manajemen risiko yang efektif (Ratna et al.,
2019). Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan maka semakin
tinggi juga tingkat pengungkapan enterprise risk management (Mousa & Elamir, 2014).
Asimetri informasi akan berkurang jika memiliki dewan komisaris, karena perusahaan akan
mengeluarkan biaya agen untuk membayar Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas.
Penelitian (Falendro et al., 2018), (Andarini & Januarti, 2012), (Juwita & Jurnali, 2020)
memberikan kesimpulan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan enterprise risk management. (Hasina et al., 2018) menjelaskan bahwa ukuran
Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management.
Perusahaan dalam melaksanakan manajemen resiko secara baik dan benar selanjutnya akan
mendukung dalam pelaksanaan Good Corporate Governance melalui perencanaan bisnis
dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi (Noor et al., 2016). Pengungkapan
manajemen resiko perusahaan dapat mengendalikan volatiitas laba sehingga dapat
meningkatkan kinerja perusahaan (Mohammed & Knapkova, 2016) dan (Karunaratne, 2017)
dan meningkatkan nilai perusahaan (Badriyah et al., 2015).

Pengawasan diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen risiko perusahaan yang
efektif. Dewan komisaris memiliki peran dalam bentuk pengawasan ppenerapan manajemen
risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif

(Alshirah et al., 2020). Untuk memudahkan pelaksanan tugasnya, Dewan Komisaris dapat
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memberikan mandat atau delegasi tugasnya dalam pengawasan risiko kepada komite. Komite
tersebut diharapkan dapat mendiskusikan kebijakan dan panduan untuk mengatur proses
manajemen risiko perusahaan (Alshirah et al., 2020). Komite tersebut dapat berbentuk komite
audit atau komite lain yang terpisah dari audit internal dan berdiri sendiri, meskipun demikian
tanggung jawab utama dari pengawasan manajemen risiko tetap di tangan dewan komisaris
secara penuh (Bensaid et al., 2021) Instrumen manajemen resiko sudah banyak
dikembangkan oleh lembaga atau institusi yang ahli dibidangnya, tetapi masih belum banyak
ide atau masukan yang didapatkan dari pihak yang berada diluar bidang manajemen resiko
tetapi mempunyai pengalaman dibidang tersebut (Aven, 2016). Penelitian (Cervantes et,. al
2018) memberikan usulan untuk pengungkapan manajemen resiko lebih lengkap setelah
pengungkapan yang wajib dilaporkan sudah terpenuhi.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai
pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari
komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, pengalaman dewan
komisaris dan pengungkapan manajemen risiko terhadap keberadaan komite manajemen

resiko yang ada di perusahaan.

KAJIAN TEORITIS
Teori keagenan

Teori keagenan adalah teori yang memberikan penjelasan atas hubungan secara
kontraktual yang terjadi pada principle dan agents. Pihak principle menjadi pihak yang
memberikan mandatori kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas
nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling,
1976) dalam (Ramos & Cahyonowati, 2021). Konflik keagenan yang dapat terjadi antar
hubungan tersebut antara lain moral hazard dan risk aversion. Munculnya konflik antar
kedua belah pihak dapat diminimalkan apabila manajemen dalam melakukan aktivitas
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan keinginan dan menyesuaikan dengan kepentingan
pemegang saham. Dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh manajemen
harus disesuaikan dengan kepentingan dan monitoring serta pengawasan oleh pemegang
saham.

Meskipun belum ada peraturan yang mewajibkan pembentukan RMC (Risk
Management Committee) sebagai komite yang secara khusus berperan dalam pengawasan
risiko, perusahaan dapat membentuk RMC dalam komitmennya menuju praktek good

corporate governance.
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Teori ketergantungan

Teori ketergantungan sumber daya (Resource Dependence Theory) dikemukakan oleh
Pfeffer and Selancik (1978) dan dtuliskan kembali oleh (Soliha & Maharani, 2012). Teori ini
mejelaskan adanya aktivitas dan kaitan organisasi dan hubungannya dengan sumber
lingkungan. (Soliha & Maharani, 2012) menjelaskan bahwa teori ketergantungan sumber
daya mempunyai focus pada peran penting Direksi (dalam hal ini maanjemen) saat
menyediakan atau mengamankan sumber daya yang penting untuk organisasi terkait
pengelolaan mereka dengan lingkungan eksternalnya. Dalam konteks manajemen risiko, teori
ini memberikan prediksi dimana Dewan Komisaris dapat mengambil keuntungan dalam
mengungkapkan manajemen resiko berdasarkan keahlian, prestise dan hubungan sosial yang
dimiliki.

Di Indonesia pengungkapan risiko di Indonesia juga sudah diatur secara jelas baik
dalam PSAK maupun aturan OJK, pengungkapan risiko manajemen dikategorikan menjadi
dua elemen yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela
(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh
emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan
publik yang terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan
informasi material lainnya kepada pengawas bursa efek dan publik. OJK juga mengeluarkan
peraturan atas kewajiban menyampaikan pengungkapan manajemen resiko nomor
57/POJK.04/2017 pada Pasal 37 (2) tentang kewajiban minimal yang dapat diungkapkan

dalam manajemen resiko bagi perusahaan yang sudah go publik.

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko
Kepemilikan institusional berperan penting dalam suatu perusahaan berdasarkan
besaran saham yang dimiliki oleh institusi. Kebiasaan yang terjadi adalah investor yang
memiliki saham yang besar mempunyai kemampuan untuk mengurangi masalah keagenan
serta keahlian yang baik dalam memberikan arah dan kebijakan karena investor jenis ini
mampu masuk dalam masalah yang dihadapi perusahaan (Alshirah et al., 2020). Investor
yang relatif besar mampu secara intensif dalam segi pengawasan yang lebih ketat dan
mampu mengendalikan manajemen dalam upaya mengurangi biaya agensi serta
meningkatkan peran investor dalam memberikan pengawasan pada perusahaan tempatnya
berinvestasi. Selain itu, pemegang saham mayoritas dimungkinkan dapat memegang kendali

lebih besar dalam perusahaan sehingga mampu memberikan tekanan bagi pihak manajemen
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untuk melakukan pengungkapan enterprise risk management yang lebih luas dan kontrol
yang jelas atas perusahaan untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan (Agista &
Mimba, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah
sebagai berikut :

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen
Resiko (RMC)

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko
Banyaknya personal Dewan Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan wajib
mendasarkan pada peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014. Proporsi banyaknya anggota
Dewan Komisaris Independen dari total Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan
dapat dijadikan sebagai indikator independensi dewan komisaris dari manajemen perusahaan.
Kehadiran mereka dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan sebagai
fungsi pengendali aktivitas suatu perusahaan. Komisaris Independen dapat mempengaruhi
enterprise risk . Penelitian lain yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif
terhadap enterprise risk management ( Manurung et al., 2016) dan (Abbas et al., 2021).
Dewan Komisaris independen yang dipilih dalam RUPS merupakan pihak yang tidak
terafiliasi dengan perusahaan baik sebagai pegawai ataupun keluarga karena mewakili
kepentingan shareholder dan masyarakat luas. Dewan Komisaris yang dipilih dapat berasal
dari public figure atau pensiunan TNI/Polri karena mempunyai kepribadian yang baik dan
pengaruh yang kuat di masyarakat. Perusahaan dengan jumlah proporsi Dewan Komisaris
Independen yang tinggi cenderung dapat lebih memperhatikan resiko yang ada dan
kemungkinan dapat terjadi sehingga dapat diasumsikan memahami pentingnya keberadaan
RMC sebagai suatu unit yang penting dan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk
membantunya dalam mengawasi manajemen dan tanggungjawab perusahaan dalam
mengelola resiko dibandingkan dengan proporsinya yang lebih rendah (Wiradharma & Muid,
2014) (Putawska et al., 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat
diajukan adalah sebagai berikut :
H2 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen
Resiko (RMC)

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite
Manajemen Risiko
Jenjang pendidikan memegang peranan penting bagi perorangan yang akan

menduduki suatu jabatan. Hal tersebut berperan penting dalam pengambilan keputusan.
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Dewan Komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang ekonomi,
manajemen, keuangan dan bisnis mempunyai kecenderungan dapat memahami kompleksitas
dalam perusahaan dan masalah yang dihadapinya. (Widianti et al., 2019) menjelaskan bahwa
Dewan Komisaris dapat dipersyaratkan memiliki kemampuan dan keahlian di bidang
akuntansi atau keuangan yang memadai agar mereka mampu melakukan pengawasan yang
lebih efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dewan komisaris yang memiliki
latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dimungkinkan dapat meningkatkan hasil
kinerjanya karena Dewan Komisaris tersebut paham terhadap akuntansi dan tidak mudah
dipermainkan oleh manajemen perusahaan dan diharapkan dapat menghasilkan laporan
keuangan yang memiliki integritas tinggi (Abdullah, 2018) dan (Saputra et al., 2020).
Laporan tahunan yang disyaratkan oleh OJK harus mengungkapkan manajemen resiko juga
dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pihak manajemen dan RUPS untuk memilih
Dewan Komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai sesuai dengan
jenis industri yang diawasi. Dewan Komisaris dapat secara cermat mampu melakukan
analisis dari hasil pelaksanan manajemen resiko yang dilakukan oleh tim manajemen dan
mengambil kebijakan, langkah yang diperlukan untuk mengendalikan resiko yang muncul
sehingga dapat menaikkan reputasi perusahaan di masyarakat . Berdasarkan penjelasan
diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H3 = Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan
Komite Manajemen Resiko (RMC)

Pengaruh Pengalaman Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen
Risiko

Dewan Komisaris yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen perusahaan,
pengetahuan dibidang ilmu yang ditekuninya dan kekuatan organisasi yang pernah dan
sedang dijalani dapat menyeimbangkan wawasan dan kemampuan dalam mengelola anggota
dewan komisaris yang berusia diatasnya, lebih senior dan mempunyai masa kerja yang lebih
lama dan gagasan yang diajukan oleh anggota yang lebih muda dan kurang ahli dibidangnya .
Mendasarkan pada teori ketergantungan sumber daya yang menjelaskan bahwa semakin
banyak pengalaman yang dimiliki Dewan Komisaris maka diasumsikan semakin tinggi
pengetahuan dan kemampuannya pula. Menurut (Ramos & Cahyonowati, 2021) Dewan
Komisaris yang telah berpengalaman selama beberapa tahun di perusahaan dapat

mengembangkan praktek good corporate governance termasuk pengungkapan manajemen
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risiko yang menjadi bagiannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat
diajukan adalah sebagai berikut :

H4 = Pengalaman Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen
Resiko (RMC)

Pengaruh Pengungkapan Manajemen Resiko terhadap Keberadaan Komite
Manajemen Resiko

Manajemen resiko penting untuk diadakan dan diungkapkan sehingga memunculkan
kesadaran bagi perusahaan atas munculnya banyak kasus kegagalan dan skandal bisnis dan
keuangan. Covid 19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia membuat banyak pebisnis
mengalami kerugian dan keterpurukan. Keberadaan manajemen resiko menjadi wajib
diungkapkan oleh perusahaan yang sudah go publik nomor 57/POJK.04/2017 pada Pasal 37
(2) menungkinkan perusahaan dapat membentuk Komite Manajemen Resiko (RMC) agar
dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih fokus dan cermat masih belum diungkapkan secara
jelas dan lengkap. (Noor et al.,, 2016) dan (Kiflee et al., 2019) menjelaskan bahwa
keberadaan komite manajemen risiko yang berdiri sendiri berhubungan positif dengan
pengungkapan manajemen resiko. RMC mempunyai peran dalam memantau aktivitas
perusahaan dan memberikan cakupan yang lebih luas untuk mengidentifikasi resiko di dalam
perusahaan tetapi memiliki keterbatasan pada kekurangan bukti empiris. Keberadaan komite
manajemen risiko yang berdiri sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap resiko
pengungkapan tekstual perusahaan (Rahayu et al., 2021). Berdasarkan penjelasan diatas,
maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :
H5 = Pengungkapan Manajmen Resiko terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko
(RMC)

Kerangka Pemikiran
Kerangka teoritis pemikiran dibuat berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan
perumusan hipotesis yang sudah dijelaskan diatas selanjutnya diterjemahkan pada gambar

dibawabh ini
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Kepemilikan Institusional

Karakteristik Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Independen |

Latar Belakang Pendidikan Keberadaan Komite Manajemen
Dewan Komisaris Resiko (RMC)

| Pengalaman Dewan Komisaris |

| Pengungkapan Manajemen Resiko |

Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE PENELITIAN

Penelitian yang disajikan merupakan penelitian deduktif yang mempunyai tujuan
untuk menguji hipotesis melalui validitas teori atau menguji pada teori tertentu. Penelitian ini
mempunyai ruang lingkup dan membatasi pembahasan pada kepemilikan institusional,
karakteristik Dewan Komisaris dan pengungkapan manajemen resiko terhadap keberadaan
komite manajemen resiko (RMC). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan non
keuangan sektor pertambangan dan aneka industri pada periode tahun 2021 di Bursa Efek

Indonesia.

Definisi Operasional Variabel
Variabel Dependen
Variabel Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

Fungsi RMC yang ada dapat dijalankan secara terpisah oleh komite tersendiri atau
digabung dengan komite audit. Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC dalam
laporan tahunannya diberikan nilai satu (1), sebaliknya nilai nol (0) (Andarini & Januarti,
2012).

Variabel Independen
Variabel Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional yaitu saham perusahaan mayoritas yang dimiliki oleh
instansi atau lembaga lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan
institusi lain) (Fitriana, 2019). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan
prosentase kepemilikan saham institusi dengan kepemilikan lebih dari 5% yang dilihat dalam

laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2021. Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari



Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakteristik Dewan Komisaris, Pengungkapan Manajemen Resiko
Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko

satu kepemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur
dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusional.
Variabel kepemilikan institusional diukur dengan rumus (Fitriana, 2019) :

Jumlah saham yang dimiliki Institusi
% Kepemilikan Institusional = Total jumlah saham yang beredar

Variabel Komisaris Independen

Komisaris independent yaitu anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai afilasi
dengan direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
kepentingan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam
memberikan kebijakan dan masukan bagi perusahaan. Tindakan dan keputusan yang
dilakukan dalam bertindak independen atau aktivitas semata-mata untuk kepentingan
perusahaan. Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris dinyatakan dalam presentase
jumlah anggota komisaris independen pada dewan dibandingkan dengan jumlah total jumlah

dewan komisaris (Handayani, 2017):

Jumlah dewan komisaris independent

% Dewan Komisaris Independen =  Total jumlah dewan komisaris

Variabel Latar Belakang Pendidikan Dewan komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas dan tanggungjawab
sebagai pengawas serta memberi nasehat sesuai yang bermanfaat untuk tujuan perusahaan.
Pemahaman dalam bidang akuntansi, bisnis, manajemen dan keuangan yang mendalam akan
membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dalam perusahaan. Dalam

penelitian ini latar belakang Pendidikan dewan komisaris diukur dengan (Saputra et al., 2020)

Jumlah DK yang berpendidikan akuntansi,bisnis,manajemen,
% Latar belakang pendidikan keuangan

Dewan Komisaris Total jumlah dewan komisaris

Variabel Pengalaman Dewan Komisaris

Dari teori ketergantungan atas sumber daya yang ada, Dewan Komisaris yang
mempunyai relasi dan akses ke sumber daya eksternal menjadi hal yang penting dalam
mempengaruhi budaya organisasi sehingga dapat memastikan adanya peningkatan Kinerja

(Octosiva, 2015). Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh dewan komisaris maka
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akan semakin besar kemampuan dan keahliannya dalam mengawasi manajemen. Dalam

penelitian ini pengalaman Dewan Komisaris diukur dengan (Ramos & Cahyonowati, 2021):

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang melayani lebih dari 3
tahun

% Pengalaman Dewan Komisaris = Total jumlah dewan komisaris

Variabel Pengungkapan Manajemen Resiko

Pengungkapan manajemen resiko diatur dalam POJK nomor 57/POJK.04/2017 pada
Pasal 37 (2) dan dijelaskan bahwa kebijakan manajemen resiko dalam laporan tahunan paling
sedikit memuat :

1. Strategi dan kerangka manajemen resiko yang komprehensif

Prinsip kehati-hatian
Penyediaan modal yang mencukupi
Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
System deteksi dini
Identifikasi, dan diversifikasi resiko
Pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko

Limit resiko yang diambil dan toleransi resiko terhadap kecukupan permodalan

© 00 N o g Bk~ wDN

Mitigasi resiko

=
o

. Keterbukaan dan budaya sadar resiko

Pengungkapan risiko tersebut merupakan hal yang minimal dimuat dalam laporan
tahunan perusahaan dengan jumlah sebanyak 10 item. Penilaian dilakukan dalam bentuk
angka 1 (satu) jika perusahaan tersebut melakukan pengungkapan risiko, dan jika tidak

melakukan pengungkapan risiko diberikan nilai 0 (nol) (Ramos & Cahyonowati, 2021):

Jumlah pengungkapan resiko perusahaan

% Pengungkapan Manajemen Resiko = Total jumlah resiko

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitan ini adalah perusahaan tambang dan aneka industri yang
terdaftar di BEI tahun 2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling
yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini.

Kriteria yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Perusahaan yang melaporkan annual report secara lengkap
Berdasarkan sektor yang diteliti yaitu sektor perusahaan tambang dan aneka industri
sebanyak 102 perusahaan, pada tahun 2021.

2. Deskripsi Statistik
Tabel 1. Deskripsi Statistik

Keterangan N  Range Minimum Maksimum Mean Std
Deviasi

Kepemilikan 45 1.0000 .0000 1.0000 520556  .3486526

Institusional

Komisaris Independen 45 .4500 .2200 .6700 433311 .1081253

Pendidikan Dewan 45 1.0000 .0000 1.0000 579333  .2536587

Komisaris

Masa kerja Dewan 45 1.0000 .0000 1.0000 436533  .3077571

Komisaris

Pengungkapan 45 7800 .2200 1.0000 .826667  .2222509

Manajemen Resiko

Keberadaan Komite 45 1.00 .00 1.00 .6889 46818

Resiko

Valid 45

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai
terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,521 dan
standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,349. Variabel komisaris independen
memiliki nilai terendah sebesar 0,22 dan nilai tertinggi sebesar 0,67 dengan nilai rata-ratanya
sebesar 0,433 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,108. Variabel Pendidikan memiliki nilai
terendah sebesar O dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,579 dan
tingkat sebaran datanya sebesar 0,254. Variabel masa kerja memiliki nilai terendah sebesar 0
dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,436 dan tingkat sebaran
datanya sebesar 0,307. Variabel pengungkapan manajemen resiko memiliki nilai terendah
sebesar 0,22 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,826 dan tingkat
sebaran datanya sebesar 0,222. Variabel keberadaan komite resiko memiliki nilai terendah
sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,689 dan tingkat

sebaran datanya sebesar 0,468.

3. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
logistik. Persamaan regresi yang dipergunakan adalah :
RMC = B0 +p1ACKIi ++ p2 ACDKIi + 33 CPDKi + + 4 ACPLDKi + 5 ACPMRi + e
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Keterangan :

RMC . Komite Manajemen Resiko (RMC), dimana 1 = mempunyai komite
manajemen resiko , nilai 0 = tidak mempunyai komite manajemen
resiko

ACKI . Proporsi Kepemilikan Institusional dari total pemilikan saham yang
beredar

ACDKI . Proporsi Komisaris Independen dari total jumlah Dewan komisaris

ACPDK . Proporsi Pendidikan Dewan Komisaris bidang akuntansi, keuangan,
manajemen dan bisnis dari total jumlah Dewan Komisaris

ACPLDK : Proporsi Pengalaman Dewan Komisaris > 3 tahun total jumlah Dewan
Komisaris

ACPMR . Proporsi jumlah pengungkapan manajemen resiko dari jumlah minimal
yang diperkenakan

BO :  Konstanta

B 1-5 . Koefisien regresi

E : Kesalahan residual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Sampel Penelitian

Dari populasi perusahaan pertambangan dan aneka industri sebanyak 102 perusahaan
tahun 2021 maka dijelaskan banyaknya sampel dalam penelitian ini pada tabel berikut :

Tabel 2. Sampel Penelitian

Perusahaan yang menjadi sampel penelitian Jumlah perusahaan
Perusahaan sektor pertambangan dan aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 102

2021

Perusahaan yang tidak melaporkan annual report secara lengkap (57)
Jumlah sampel 45

Sumber : data sekunder yang diolah, 2022

2. Hipotesis Dan Pembahasan

Hasil pengujian logistic regression pada tabel 2 dapat dijelaskan pada model awal (-
2LL intercept only) yang hasilnya sebesar 42.541 dan pada model final (-2LL Final)
menunjukkan adanya nilai sebesar 27.707. Dari hasil 2LL intercept only dengan -2LL Final
dijelaskan adanya penurunan nilai dan adanya tingkat signifikansi sebesar 1,3 %, sehingga
dapat diberikan kesmpulan bahwa model ini adalah model logistic yang baik (fit). Nagelkerke

R-Square pada model ini mempunyai nilai 0,487 dan artinya menunjukkan bahwa
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variabilitas variabel independen memiliki pengaruh yang besar sebanyak 48,7 % terhadap
variabilitas variabel dependen dan sisanya sebanyak 51,3 % dijelaskan oleh variabel lainnya
yang tidak terdapat dalam model regresi. Dari nilai Nagelkerke sebesar 0,487 dapat
dijelaskan bahwa variabel independen dapat digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan
insitusional, karakteristik dewan komisaris dan pengungkapan manajemen resiko terhadap
keberadaan komite manajemen resiko.

Tabel 3. Hasil pengujian Logistic Regresion Pengujian Hipotesis

Variabel Coff Wald Sig.
Konstanta -7,999 2.241 .013
ACKI -1.026 .336 562
ACDKI 3.148 1.175 278
ACPDK -7.622 5.514 .019
ACPLDK 16.757 4.039 .044
ACPMR 6.034 3.388 .056
-2loglikelihood Intercept Only 42.541
-2loglikelihood Final 27.707
Chi-Square 14.833
Model Fitting Sig. 0.013
Nagelkerke R-Square 0.487

Sumber : Data diolah tahun 2022

Hasil uji untuk hipotesis pertama adalah untuk membuktikan bahwa kepemilikan
institutional saham (ACKI) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko
(RMC) tetapi hasil yang diperoleh vyaitu menolak hipotesis pertama. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional bukan sebagai pihak yang mempunyai
kebijakan perlu tidaknya keberadaan RMC. RMC kemungkinan diadakan karena adanya
kewajiban bagi perusahaan berdasarkan pertauran yang ada dan mengingat hal tersebut
pentng untuk kelangsungan bisnisnya meskipun tanpa melalui persetujuan pemilik saham
institusional.

Hasil uji untuk hipotesis kedua adalah untuk membuktikan komisaris independen
(ACDKI) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) tetapi hasilnya
menolak hipotesis kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa  komisaris independen
kemungkinan juga merangkap sebagai komite manajemen resiko karena pengelolaan
manajemen resiko berada dibawah pengawasan dewan komisaris. Aktivitas pengungkapan
manajemen resiko dalam penelitian ini ada yang dilakukan oleh bagian audit internal dan
berada dibawah direksi dan bukan pada dewan komisaris. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Andarini dan Januarti (2012) yang menyatakan bahwa keberadaan RMC yang
berada di bawah dewan komisaris akan lebih efektif dalam pengungkapannya dan dalam

laporan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.
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Hasil uji untuk hipotesis ketiga adalah untuk membuktikan pendidikan dewan
komisaris (ACPDK) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) dan
hasilnya menerima hipotesis ketiga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dewan
komisaris dapat mempengaruhi keberadaan organ yang ada dibawahnya yaitu ada atau
tidaknya komite manajemen resiko. Dewan komisaris yang memahami bahwa dalam
perusahaan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dapat mengangkat komite manajemen
resiko berdiri sendiri dan menjadi salah satu anggotanya. Apabila dewan komisaris
menganggap penting adanya resiko yang perlu disampaikan dan menjadi bagian
pengawasannya maka berdasarkan kompetensi / Pendidikan yang dimilikinya dapat
membentuk komite resiko (RMC) sesuai bidang keahliannya dan demikian sebaiknya.
Penelitian ini sejalan dengan (Widianti et al., 2019)

Hasil uji untuk hipotesis keempat adalah untuk membuktikan pengalaman dewan
komisaris (ACPLDK) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC)
dan hasilnya menerima hipotesis keempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman
dewan komisaris pada organisasi tersebut lebih dari 3 tahun dapat mempengaruhi keberadaan
organ yang ada dibawahnya yaitu ada atau tidaknya komite manajemen resiko. Dewan
komisaris yang mempunyai deteksi dan memahami bahwa dalam perusahaan berdasarkan
pengalaman dalam pengawasan manajemen perusahaan dapat mengangkat komite
manajemen resiko atau hanya sebagai pihak yang meninjau pelaksanaan manajemen resiko
yang ada pada direksi. Apabila dewan komisaris menganggap bahwa manajemen cukup
mampu dalam mengelola resiko, selalu mengungkapkan dan melaporkan pada dewan
komisaris, berdasarkan pengalaman yang dimilikinya maka dewan komisaris hanya sebagai
pengawas saja dan mendapatkan laporan dari manajemen. Apabila dalam pengawasannya
ternyata dewan direksi membutuhkan adanya organ yang langsung dibawah kendalinya
(RMC) maka sebaiknya diadakan untuk pengawasan yang sifatnya independen kepada
manajemen dan tidak dilakukan manipulasi hasilnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian (Ramos & Cahyonowati, 2021)

Hasil uji untuk hipotesis kelima adalah untuk membuktikan pengungkapan
manajemen reiko (ACPMR) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko
(RMC) dan hasilnya menerima hipotesis kelima. Hal tersebut menunjukkan bahwa
banyaknya pengungkapan manajemen resiko dapat mempengaruhi ada atau tidaknya
keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Tingginya resiko yang dikelola oleh
perusahaan akan mengakibatkan luasnya pengungkapan manajemen resiko semakin

mengakibatkan pentingnya keberadaan RMC sebagai organ dewan komisaris dan tidak
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menjadi bagian dari audit internal, sehingga pengungkapan yang dilakukan oleh RMC dapat
dipertanggungjawabkan. Pengungkapan manajemen resiko dan laporan audit internal dalam
pengawasan direksi untuk pengendalian sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang
sudah ditetapkan pada perusahaan yang sudah go publik (Ahmad et al., 2015). Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Andarini & Januarti, 2012) tetapi sejalan

dengan penelitian (Bensaid et al., 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah kepemilikan
institusional saham dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap keberadaan komite
manajemen resiko (RMC). Pendidikan dan pengalaman dewan komisaris serta pengungkapan
manajemen resiko berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC).
Penelitian ini menjelaskan bahwa besarnya pengungkapan manajemen resiko berimplikasi
pada keberadaan komite manajemen resiko (RMC) yang berada dibawah dewan komisaris.
Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan keberadaan komite manajemen resiko (RMC)
karena semakin tingginya tingkat resiko dan kompleksitas aktivitas perusahaan di masa
mendatang. Dalam penelitian ini dari 45 perusahaan yang menjadi sampel , hanya 15
perusahaan atau sebesar 33% yang mempunyai komite manajemen resiko (RMC) dan
sisanya menggabungkan dengan komite audit dan bagian audit internal. Untuk penelitian
selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan menambah variabel antara lain

keberadaan komite audit, audit internal dan kepemilikan manajerial.
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